
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1153, 2020 KEMENDIKBUD. Pedoman Evaluasi Organisasi. 

Perubahan. 
 

 
 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 45 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG  

PEDOMAN EVALUASI ORGANISASI  

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang    :  a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata 

kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

berdasarkan ketentuan  Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 

2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, perlu melakukan 

perubahan pengaturan mengenai pedoman evaluasi 

organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 
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  b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor   37   Tahun   2019   tentang   Pedoman   Evaluasi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah tidak 

sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan 

hukum sehingga perlu diubah; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi 

Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

Mengingat       :  1.   Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);  

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara dan 

Reformasi   Birokrasi  Nomor  20 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

412); 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 

Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Organisasi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1174); 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan 

www.peraturan.go.id



2020, No.1153 
-3- 

dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 124); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 37 TAHUN 2019 

TENTANG PEDOMAN EVALUASI ORGANISASI KEMENTERIAN 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Evaluasi Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1174) 

diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan angka 2 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 

berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Evaluasi Organisasi Tingkat Kementerian adalah 

evaluasi organisasi yang dilaksanakan oleh 

pimpinan unit utama. 

2. Evaluasi Organisasi Tingkat Unit Utama, Perguruan 

Tinggi Negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, 

Unit Pelaksana Teknis, dan Sekretariat Lembaga 

Sensor Film adalah evaluasi organisasi yang 

dilaksanakan oleh unit kerja Eselon II, Perguruan 

Tinggi Negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, 

Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, dan Sekretariat 

Lembaga Sensor Film. 
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3. Kementerian adalah Kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendidikan dan kebudayaan. 

 

2. Ketentuan ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 18 diubah 

sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 18 

(1) Metode evaluasi menggunakan kuesioner terstruktur 

yang disusun berdasarkan indikator dimensi 

struktur organisasi dan dimensi proses organisasi. 

(2) Kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan sebagai instrumen dalam proses 

pengumpulan data. 

(3) Proses pengumpulan data sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan melalui: 

a. populasi; 

b. sampel; dan 

c. responden. 

(4) Populasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

a meliputi seluruh unit utama, perguruan tinggi 

negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, unit 

pelaksana teknis, dan Sekretariat Lembaga Sensor 

Film.   

(5) Sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf 

a terdiri atas:    

a. tim tingkat Kementerian; dan 

b. tim tingkat unit utama, perguruan tinggi negeri, 

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, unit 

pelaksana teknis, dan Sekretariat Lembaga 

Sensor Film. 

(6) Responden yang akan mengisi instrumen evaluasi 

organisasi yang terdiri dari unsur: 

a. pimpinan unit utama di lingkungan 

Kementerian untuk tingkat Kementerian; dan 

b. tim tingkat unit utama, perguruan tinggi negeri, 

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, unit 
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pelaksana teknis, dan Sekretariat Lembaga 

Sensor Film yang terdiri dari unsur pejabat 

tinggi pratama, administrator, pengawas, 

fungsional, pelaksana dibidang organisasi dan 

tata laksana di lingkungan unit utama, 

perguruan tinggi negeri, Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi, unit pelaksana teknis, dan 

Sekretariat Lembaga Sensor Film. 

 

3. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 20 diubah, sehingga 

Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 20 

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

huruf a dilakukan dengan menetapkan: 

a. tim responden tingkat Kementerian; dan  

b. tim responden tingkat unit utama, perguruan 

tinggi negeri, Lembaga Layanan Pendidikan 

Tinggi, unit pelaksana teknis, dan Sekretariat 

Lembaga Sensor Film. 

(2) Tim responden tingkat Kementerian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh 

Menteri. 

(3) Tim responden tingkat Kementerian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari unsur 

pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian. 

(4) Pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas 

mengisi instrumen evaluasi organisasi melalui 

aplikasi evaluasi organisasi Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi. 
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4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal  21 

(1) Tim responden tingkat unit utama, perguruan tinggi 

negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, unit 

pelaksana teknis, dan Sekretariat Lembaga Sensor 

Film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)  

huruf b ditetapkan oleh pimpinan unit kerja. 

(2) Tim responden tingkat unit utama, perguruan tinggi 

negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, unit 

pelaksana teknis, dan Sekretariat Lembaga Sensor 

Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. tim responden di lingkungan unit utama; dan 

b. tim responden di lingkungan perguruan tinggi 

negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, 

unit pelaksana  teknis dan Sekretariat Lembaga 

Sensor Film. 

(3) Tim responden di lingkungan unit utama 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri 

dari unsur: 

a. pimpinan tinggi pratama pada unit utama; 

b. pejabat administrator/pejabat pengawas yang    

menangani masalah organisasi dan tata 

laksana; dan 

c. pelaksana/fungsional yang memahami 

mengenai organisasi dan tata laksana. 

(4) Tim responden di lingkungan perguruan tinggi 

negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, unit 

pelaksana  teknis dan Sekretariat Lembaga Sensor 

Film sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

terdiri dari unsur: 

a. pemimpin perguruan tinggi negeri; 

b. kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 

c. kepala unit pelaksana teknis/kepala Sekretariat 

Lembaga Sensor Film; dan 
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d. pejabat administrator/pejabat pengawas yang 

menangani ketatausahaan   

e. pelaksana/fungsional yang memahami 

mengenai organisasi dan tata laksana. 

(5) Tim responden tingkat unit utama, perguruan tinggi 

negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, unit 

pelaksana teknis, dan Sekretariat Lembaga Sensor 

Film sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas 

mengisi instrumen evaluasi organisasi melalui 

aplikasi evaluasi organisasi Kementerian. 

   

5. Ketentuan ayat (8) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 22 

(1) Instrumen evaluasi organisasi terdiri atas: 

a. pernyataan tertutup; dan  

b. pertanyaan terbuka. 

(2) Pernyataan tertutup sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)   huruf   a berupa   pernyataan   untuk   

mengukur dimensi   struktur   organisasi   dan 

dimensi proses organisasi. 

(3) Pertanyaan terbuka sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1)   huruf   b berupa   pertanyaan   untuk   

mengukur dimensi   struktur   organisasi   dan 

dimensi proses organisasi. 

(4) Pernyataan tertutup sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berjumlah 63  (enam  puluh  tiga) 

pernyataan  yang terdiri atas: 

a. 33  (tiga  puluh  tiga)  pernyataan untuk  

mengukur dimensi struktur organisasi; dan 

b. 30   (tiga   puluh) pernyataan untuk   mengukur 

dimensi proses organisasi. 

(5) 33   (tiga   puluh   tiga)   pernyataan untuk   

mengukur dimensi struktur organisasi meliputi: 

a. kompleksitas struktur, terdiri dari 15 (lima 

belas) pernyataan; 
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b. formalisasi    struktur, terdiri    dari    7 (tujuh) 

pernyataan; dan 

c. sentralisasi   struktur,   terdiri   dari   11 

(sebelas) pernyataan. 

(6) 30  (tiga  puluh) pernyataan untuk  mengukur  

dimensi proses organisasi meliputi: 

a. keselarasan, terdiri dari 8 (delapan) pernyataan; 

b. tata  kelola  dan  kepatuhan, terdiri  dari7  

(tujuh)pernyataan;  

c. perbaikan  dan  peningkatan  proses,terdiri  

dari  4 (empat) pernyataan;  

d. manajemen    risiko, terdiri    dari    6 (enam) 

pernyataan; dan 

e. teknologi    Informasi, terdiri    dari    5    

(lima)pernyataan. 

(7) Pertanyaan terbuka sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) berjumlah 11 (sebelas) terdiri atas: 

a. 6  (enam)  pertanyaan  untuk  mengukur  

dimensi struktur organisasi; dan  

b. 5  (lima)  pertanyaan  untuk  mengukur  

dimensi proses organisasi. 

(8) Instrumen  evaluasi  organisasi  sebagaimana  

dimaksud pada   ayat   (1) tercantum   dalam   

Lampiran yang merupakan bagian  tidak  

terpisahkan  dari  Peraturan Menteri ini. 

 

6. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (3) Pasal 23 diubah, 

sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal  23 

(1) Pelaksanaan pengumpulan data sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan pada: 

a. tingkat Kementerian; dan 

b. tingkat unit utama, perguruan tinggi negeri, 

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, unit 

pelaksana teknis, dan Sekretariat Lembaga 

Sensor Film. 
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(2) Pelaksanaan pengumpulan data pada tingkat 

Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dilakukan melalui pengisian instrumen pada 

aplikasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi. 

(3) Pelaksanaan pengumpulan data pada tingkat unit 

utama, perguruan tinggi negeri, Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi, unit pelaksana teknis, dan 

Sekretariat Lembaga Sensor Film sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui 

pengisian instrument evaluasi organisasi pada 

aplikasi evaluasi organisasi Kementerian. 

 

7. Ketentuan huruf a Pasal 34 diubah dan di antara huruf a 

dan huruf b Pasal 34 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni 

huruf a1 sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 34 

Tahapan waktu pelaksanaan evaluasi organisasi 

Kementerian meliputi:  

a. Evaluasi Organisasi Tingkat Unit Utama, 

perguruan tinggi negeri, Lembaga Layanan 

Pendidikan Tinggi, unit pelaksana teknis, dan 

Sekretariat Lembaga Sensor Film dilaksanakan 

oleh tim responden tingkat unit utama, perguruan 

tinggi negeri, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, 

unit pelaksana teknis, dan Sekretariat Lembaga 

Sensor Film dengan mengisi instrumen evaluasi 

organisasi melalui aplikasi evaluasi organisasi 

Kementerian;  

a1. pengisian instrument evaluasi organisasi melalui 

aplikasi evaluasi organisasi Kementerian 

dilaksanakan pada bulan Agustus; 

b. pengolahan dan analisis data hasil evaluasi 

organisasi melalui aplikasi evaluasi organisasi 

Kementerian dilaksanakan pada bulan September; 
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c. laporan hasil evaluasi organisasi Kementerian 

disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada bulan 

Oktober;  

d. Evaluasi Organisasi Tingkat Kementerian 

dilaksanakan oleh pimpinan tinggi madya di 

lingkungan Kementerian dengan mengisi instrumen 

melalui aplikasi evaluasi organisasi Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi pada bulan Oktober; dan 

e. Menteri menyampaikan laporan hasil evaluasi 

organisasi Kementerian kepada Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi pada bulan Oktober. 

 

8. Ketentuan ayat (4) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal  35 

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

evaluasi organisasi Kementerian dilakukan dengan 

menginventarisasi dan menganalisis faktor-faktor 

yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan 

evaluasi organisasi Kementerian. 

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim pemantauan dan  

evaluasi organisasi Kementerian. 

(3) Tim pemantauan dan evaluasi organisasi 

Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. 

(4) Tim pemantauan dan evaluasi organisasi 

Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

bertugas: 

a. memberikan bimbingan pelaksanaan evaluasi 

organisasi di lingkungan unit utama, perguruan 

tinggi negeri, Lembaga Layanan Pendidikan 

Tinggi, unit pelaksana teknis, dan Sekretariat 
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Lembaga Sensor Film; 

b. melakukan verifikasi pertanyaan terbuka dan 

kelengkapan dokumen bukti-bukti pendukung; 

c. melakukan validasi hasil pelaksanaan evaluasi 

organisasi di lingkungan unit utama, perguruan 

tinggi negeri, Lembaga Layanan Pendidikan 

Tinggi, unit pelaksana teknis, dan Sekretariat 

Lembaga Sensor Film; dan 

d. menyusun laporan hasil evaluasi terhadap hasil 

pelaksanaan evaluasi organisasi di lingkungan 

unit utama, perguruan tinggi negeri, Lembaga 

Layanan Pendidikan Tinggi, unit pelaksana 

teknis, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film. 

(5) Tim pemantauan dan evaluasi organisasi 

Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

terdiri dari unsur: 

a. Sekretaris Jenderal; 

b. Direktur Jenderal; 

c. Inspektur Jenderal; dan 

d. Kepala Badan. 

 

Pasal  II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

pada tanggal  2 Oktober 2020 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  

REPUBLIK INDONESIA,  

   

ttd 

 

NADIEM ANWAR MAKARIM 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal  6 Oktober 2020                         

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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